KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SAUDARA HALOMOAN PARDEDE
2. Jabatan : KETUA
3. NHK . 248896
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

3. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI,
HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 400.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL

SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 52.867.057

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.997.867.057

. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.797.867.057
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : EKI BUTMAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK . 710876
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/15 m2 di KAB / KOTA
KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 99.500.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX SPD MTR SOLO Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

2. MOBIL, HONDA JAZZ GD3 1.5 MINI BUS Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT SPD MTR SOLO Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.017.000.000

. HUTANG Rp. 270.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 747.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUNARNO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK . 442485
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.486.000.000

1. Tanah Seluas 161 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

2. Tanah Seluas 241 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, Rp. 100.000.000

3. Tanah Seluas 1.250 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI,
HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

4. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI,
HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

5. Tanah Seluas 3.750 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI,
HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

6. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

7. Tanah Seluas 438 m2 di KAB /| KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 612 m2/270 m2 di KAB / KOTA
KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

9. Tanah Seluas 1.225 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI,
HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

10. Tanah Seluas 3.888 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL
SENDIRI Rp. 135.000.000

11. Tanah Seluas 3.450 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, Rp. 450.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
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PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
13. Tanah Seluas 2.764 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000
14. Tanah Seluas 6.627 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL
SENDIRI Rp. 280.000.000
15. Tanah Seluas 4 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 32.000.000
1.  MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOTOR, BEAT D1B02N12L2A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
11.500.000

3. MOTOR, YAMAHA 2DP-RA/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

15.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 257.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 838.859.024
F. HARTA LAINNYA Rp. -—=-
Sub Total Rp. 3.613.859.024
. HUTANG Rp. PR
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.613.859.024
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama © KURNIA ILLAHI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 926852
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 60.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/100 m2 di KAB / KOTA
KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 17.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NEW JUPITER MX 135 Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000

2. MOTOR, HONDA AT/1/21B01 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.344.059
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 193.344.059
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 193.344.059
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SURYANDIKA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 914006
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 25.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/200 m2 di KAB / KOTA
KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 235.000.000
1. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

220.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. =2
D. SURAT BERHARGA Rp. ——-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ——
Sub Total Rp. 305.000.000
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 305.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RORI ADE PUTRA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 1007233
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 57.000.000
1. MOBIL, KIJANG SUPER MINIBUS Tahun 1987, LAINNYA Rp.
30.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 63.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 640.000.000
lll. HUTANG Rp. 554.031.555
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 85.968.445
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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